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Abstrak
Dispensasi kawin akibat kehamilan di luar nikah masih banyak terjadi di Indonesia, sebagaimana tercermin dalam Penetapan Pengadilan Agama Blitar Nomor 691/Pdt.P/2025/PA.BL yang mengabulkan permohonan dispensasi nikah bagi anak berusia lima belas tahun yang hamil di luar nikah. Penelitian ini bertujuan mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan dispensasi tersebut dan menilai kesesuaiannya dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif-analitis, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus, didukung studi kepustakaan atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier serta wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Blitar, kemudian dianalisis secara kualitatif-preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mengabulkan dispensasi berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan pertimbangan kemaslahatan untuk menghindari kemudaratan yang lebih besar akibat kehamilan yang telah mencapai dua puluh tujuh hingga dua puluh delapan minggu. Pertimbangan tersebut dinilai lebih menitikberatkan kepentingan jangka pendek dibandingkan hak jangka panjang anak atas pendidikan, kesehatan, dan tumbuh kembang. Penelitian ini menyimpulkan perlunya penguatan pertimbangan berbasis perlindungan anak yang lebih objektif dan terukur dalam praktik dispensasi kawin di pengadilan agama, agar dispensasi tidak menjadi solusi otomatis atas kehamilan di luar nikah.

Kata Kunci: Dispensasi Kawin; Perlindungan Anak; Kepentingan Terbaik Anak.
Abstract
Marriage dispensation granted because of premarital pregnancy remains common in Indonesia, as reflected in the Blitar Religious Court Ruling Number 691/Pdt.P/2025/PA.BL, which granted a marriage dispensation for a fifteen-year-old girl who was pregnant out of wedlock. This study aims to examine the judge's legal reasoning in granting the dispensation and to assess its conformity with the best interest of the child principle as stipulated in Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. This research applies a descriptive-analytical normative legal method, using statutory and case-based approaches, supported by a literature review of primary, secondary, and tertiary legal materials as well as an interview with a judge of the Blitar Religious Court, which was then analyzed using a qualitative-prescriptive method. The findings show that the judge granted the dispensation under Article 7 paragraph (2) of Law Number 16 of 2019 on the basis of maslahah, in order to avoid greater harm given that the pregnancy had reached twenty-seven to twenty-eight weeks. This reasoning is considered to prioritize short-term interests over the child's long-term rights to education, health, and development. The study concludes that judicial considerations grounded in child protection need to be strengthened and made more objective and measurable in the practice of marriage dispensation in religious courts, so that dispensation does not become an automatic solution to premarital pregnancy.
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PENDAHULUAN
Latar Belakang
Indonesia telah menaikkan batas usia minimal perkawinan menjadi sembilan belas tahun bagi pria maupun wanita melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan[footnoteRef:1], sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang menilai perbedaan batas usia perempuan dan laki-laki bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi dan perlindungan anak[footnoteRef:2]. Ketentuan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mendefinisikan anak sebagai setiap orang yang belum berusia delapan belas tahun, termasuk yang masih dalam kandungan[footnoteRef:3]. Meski demikian, undang-undang tetap membuka ruang pengecualian melalui mekanisme dispensasi kawin, yang memungkinkan pengadilan mengabulkan permohonan perkawinan di bawah umur apabila terdapat alasan sangat mendesak disertai bukti pendukung yang cukup. Ketentuan pengecualian inilah yang menimbulkan ketegangan normatif antara semangat pencegahan perkawinan anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan keluwesan yang diberikan oleh mekanisme dispensasi kawin. [1: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1) dan (2) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401).]  [2: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 13 Desember 2018.]  [3: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 1 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).] 

Penetapan Pengadilan Agama Blitar Nomor 691/Pdt.P/2025/PA.BL menjadi contoh konkret ketegangan tersebut[footnoteRef:4]: permohonan dispensasi diajukan oleh orang tua untuk menikahkan anak perempuan berusia lima belas tahun tiga bulan yang tengah hamil dua puluh tujuh hingga dua puluh delapan minggu, dengan calon suami yang baru berusia tiga belas tahun sebelas bulan. Hakim akhirnya mengabulkan permohonan tersebut dengan pertimbangan kemaslahatan, yaitu menghindari kemudaratan yang lebih besar apabila anak dibiarkan hamil tanpa status pernikahan yang jelas. Putusan semacam ini memunculkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana pertimbangan alasan mendesak yang berorientasi jangka pendek benar-benar selaras dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang bersifat jangka panjang, mencakup hak atas pendidikan, kesehatan, dan tumbuh kembang. [4: Penetapan Pengadilan Agama Blitar Nomor 691/Pdt.P/2025/PA.BL, h. 3-7.] 

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dirumuskan untuk menjawab dua permasalahan pokok, yaitu bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Blitar dalam memberikan dispensasi kawin akibat kehamilan di luar nikah pada Penetapan Nomor 691/Pdt.P/2025/PA.BL, dan sejauh mana pertimbangan hukum hakim dalam penetapan tersebut telah sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Sejalan dengan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dasar dan alasan hukum yang digunakan hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin, serta mengevaluasi secara kritis konsistensi pertimbangan tersebut dengan prinsip perlindungan anak yang berorientasi jangka panjang.
Kajian mengenai implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menunjukkan bahwa secara prosedural hakim pada umumnya telah memenuhi kewajiban formal, seperti memberi nasihat dan mendengarkan keterangan anak, namun penerapan substantif prinsip kepentingan terbaik anak masih sangat bergantung pada kapasitas dan kepekaan masing-masing hakim sehingga efektivitasnya berbeda-beda antarwilayah[footnoteRef:5]. Penelitian-penelitian terdahulu cenderung membahas dispensasi kawin secara umum atau dari perspektif kepastian hukum semata, sementara kajian yang secara khusus menelaah ketegangan antara pendekatan kemaslahatan jangka pendek dan prinsip kepentingan terbaik anak jangka panjang pada satu kasus konkret masih terbatas. Penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dan diharapkan memberikan kontribusi akademik berupa kerangka evaluasi yang lebih objektif bagi hakim dalam memeriksa permohonan dispensasi kawin akibat kehamilan di luar nikah. [5: Muhammad Zaidan Karim, "Implementasi Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Perspektif Efektivitas Hukum: Studi di Pengadilan Agama Mojokerto", Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2025.] 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif-analitis dan preskriptif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus atas Penetapan Nomor 691/Pdt.P/2025/PA.BL yang dipilih secara purposif karena merepresentasikan pola umum permohonan dispensasi kawin akibat kehamilan di luar nikah di pengadilan agama. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta dilengkapi hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Blitar guna memperoleh gambaran pertimbangan di luar teks putusan. Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif-preskriptif melalui identifikasi norma hukum yang relevan, analisis ratio decidendi hakim, interpretasi dengan kerangka teori perlindungan anak dan kepastian hukum, serta penarikan kesimpulan secara deduktif untuk menjawab permasalahan penelitian.
Rumusan Masalah
	Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Peengadilan Agama Blitar dalammemberikan dispensasi kaiwn akibat hamil diluar nikah pada Penetapan 691/Pdt.P/2025/PA.BL?
2. Apaka pertimbangan hukum hakim dalam Penetapan 691/Pdt.P/2025/PA.BL telah sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang nomor 35 Tahun 2014?
Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim pengadilan agama blitar dalam memberi dispensasi kawin akibat kehamilan di luar nikah pada Penetapan Nomor 691/Pdt.P/2025/PA.BL
2. Untuk mengetahui pertimbangan Hukum Hakim dalam penetapan nomor 691/Pdt.P/2025/PA.BL telah sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (best interest of the child) sebagaiman yang diatur dalam UU No 35 Tahun 2014.
METODE PENELITIAN 
	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (normative legal research), yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah dengan menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data utamanya. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian normatif ini dipilih karena objek kajian dalam penelitian ini adalah norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan tentang perkawinan dan dispensasi kawin, serta analisis terhadap penetapan hakim sebagai produk hukum yang bersifat konkret. “Penelitian ini bertujuan untuk menemukan, menganalisis, dan menginterpretasikan norma-norma hukum yang berlaku dalam kaitannya dengan pemberian dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah.”
	Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, artinya penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan fakta hukum yang ditemukan, melainkan juga menganalisis, menafsirkan, dan mengevaluasi fakta hukum tersebut dalam kerangka norma yang berlaku. Penelitian ini bersifat preskriptif karena bertujuan memberikan rekomendasi mengenai bagaimana seharusnya hukum diterapkan dalam permasalahan dispensasi kawin yang melibatkan anak di bawah umum.
PEMBAHASAN
A. Duduk Perkara dan Karakteristik Para Pihak
Penetapan Nomor 691/Pdt.P/2025/PA.BL berawal dari permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh dua orang tua untuk menikahkan anak kandung mereka, Triana Agustina Rahmadani, berusia lima belas tahun tiga bulan, dengan calon suami berusia tiga belas tahun sebelas bulan[footnoteRef:6]. Permohonan ini diajukan setelah Kantor Urusan Agama menolak mencatatkan pernikahan karena kedua calon mempelai belum memenuhi batas usia minimal sembilan belas tahun. Alasan utama permohonan adalah kondisi kehamilan anak yang telah mencapai dua puluh tujuh hingga dua puluh delapan minggu. Data yang terungkap dalam persidangan menunjukkan beberapa faktor kerentanan yang saling berkelindan: kedua anak hanya berpendidikan setingkat Sekolah Dasar, calon suami berpenghasilan sangat terbatas, dan relasi keduanya telah berlangsung lebih dari satu tahun tanpa pengawasan yang memadai. Kombinasi rendahnya tingkat pendidikan, keterbatasan ekonomi, dan usia yang sangat muda pada kedua calon mempelai menunjukkan bahwa kasus ini bukan sekadar persoalan yuridis administratif mengenai batas usia, melainkan mencerminkan kerentanan sosial-ekonomi yang lebih luas yang turut mendorong terjadinya kehamilan di luar nikah pada usia anak. [6: 
] 

B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Mengabulkan Dispensasi Kawin
Majelis Hakim mengabulkan permohonan dispensasi dengan merujuk pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019[footnoteRef:7], yang membuka ruang pengecualian batas usia perkawinan apabila terdapat alasan sangat mendesak disertai bukti pendukung yang cukup. Kehamilan yang telah mencapai usia kandungan dua puluh tujuh hingga dua puluh delapan minggu dinilai memenuhi unsur mendesak tersebut. Secara substansial, hakim menggunakan dua kaidah fikih sebagai landasan nilai: memilih bahaya yang lebih ringan ketika dua bahaya berkumpul, dan mendahulukan penolakan terhadap kerusakan daripada menarik kebaikan. Hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Blitar memperkuat temuan ini[footnoteRef:8]: pertimbangan kemaslahatan digunakan bukan untuk membenarkan perkawinan anak secara umum, melainkan sebagai jalan keluar atas situasi darurat ketika penolakan dispensasi dinilai akan memperburuk kondisi anak yang telanjur hamil. Hakim tetap terlebih dahulu memberikan nasihat kepada para pemohon mengenai risiko pernikahan dini sebagaimana diwajibkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019[footnoteRef:9], serta memverifikasi kesiapan fisik dan mental anak maupun ketiadaan unsur paksaan sebelum memutuskan mengabulkan permohonan. [7: 
]  [8: Wawancara dengan Nurul Hikmah, Hakim Pengadilan Agama Blitar, 2026.]  [9: Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pasal 12 ayat (1).] 

Pertimbangan hakim juga mencakup aspek perlindungan status hukum anak yang akan lahir, mengingat anak yang lahir di luar pernikahan sah hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya menurut hukum Islam[footnoteRef:10], sehingga berimplikasi pada keterbatasan hak waris dan hak nafkah dari ayah biologis. Dilihat dari kerangka kepastian hukum, argumentasi hakim konsisten dengan tujuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan ketentuan formal Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Namun demikian, kepatuhan formal terhadap prosedur tidak dengan sendirinya menjamin bahwa substansi pertimbangan telah sepenuhnya berorientasi pada kepentingan anak jangka panjang, sebagaimana diuraikan lebih lanjut pada bagian berikut. Fenomena ini sejalan dengan temuan bahwa mekanisme dispensasi kawin, meski dimaksudkan sebagai pengecualian yang terbatas, dalam praktiknya masih relatif mudah diakses dan berpotensi menjadi celah hukum yang dimanfaatkan secara luas[footnoteRef:11]. [10: Kompilasi Hukum Islam (KHI), Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 15 ayat (1); lihat juga Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 17 Februari 2012.]  [11: Wahyudi, "Seksualitas dan Negara: Permasalahan Dispensasi Perkawinan Anak di Indonesia", Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial, Volume 13 Nomor 2, 2022.] 

C. Kesesuaian dengan Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak
Prinsip kepentingan terbaik bagi anak, yang diadopsi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, mensyaratkan bahwa setiap tindakan yang menyangkut anak, termasuk putusan pengadilan, harus menempatkan kepentingan anak sebagai pertimbangan utama, mencakup hak atas pendidikan, kesehatan, dan tumbuh kembang yang optimal[footnoteRef:12]. Diuji dengan prinsip ini, pertimbangan hakim dalam Penetapan Nomor 691/Pdt.P/2025/PA.BL menunjukkan pola yang lebih berorientasi pada penyelesaian kondisi mendesak jangka pendek dibandingkan perlindungan hak anak yang bersifat jangka panjang. Penelitian mengenai penerapan prinsip ini pada perkara dispensasi kawin menunjukkan variasi penafsiran antarhakim: sebagian memaknainya sebagai perlindungan status sosial anak akibat kehamilan, sementara sebagian lain menekankan perlindungan jangka panjang terhadap hak tumbuh kembang[footnoteRef:13]. Variasi inilah yang tampak pula dalam kasus yang diteliti. [12: ]  [13: A. Karima, dkk., "Kepentingan Terbaik Anak dalam Permohonan Dispensasi Pernikahan: Sebuah Penafsiran Hukum oleh Hakim", Journal of Law & Family Studies, Volume 5 Nomor 1, 2023, h. 119-132.] 

Dari aspek pendidikan, Triana yang baru menamatkan Sekolah Dasar hampir dapat dipastikan tidak akan melanjutkan pendidikannya setelah menikah dan menjalani peran sebagai istri sekaligus ibu, sebagaimana ditemukan pula pada remaja lain yang menikah pada usia sekolah[footnoteRef:14]. Dari aspek kesehatan, kehamilan pada usia lima belas tahun menempatkan Triana pada kelompok berisiko tinggi mengalami komplikasi medis seperti anemia dan preeklamsia[footnoteRef:15], sehingga semestinya memperoleh perhatian medis khusus, bukan semata diselesaikan melalui jalur perkawinan. Dari aspek sosial-ekonomi, penghasilan calon suami yang sangat terbatas menimbulkan keraguan atas kemampuan rumah tangga baru memenuhi kebutuhan dasar keluarga secara berkelanjutan. Ditambah lagi, dimensi pidana atas perbuatan yang mengakibatkan kehamilan anak di bawah umur tidak mendapat perhatian memadai dalam pertimbangan hakim, padahal aspek ini relevan untuk menilai apakah anak turut menjadi korban yang memerlukan perlindungan hukum tersendiri, bukan semata pihak yang harus dinikahkan. [14: Diah Rahayu, dkk., "Social Stigma in Adolescents Who Do Early Marriage at School Age", International Journal of Social Science and Business, Volume 5 Nomor 4, 2021, h. 561-568.]  [15: Pintam Ayu Yastirin, Rizky Sahara, dan Sehmawati, "Dampak Kesehatan Ibu pada Kehamilan Remaja", Jurnal Profesi Bidan Indonesia, 2024.] 

Ketegangan ini juga mencerminkan kontradiksi struktural yang lebih luas dalam sistem hukum Indonesia: di satu sisi Undang-Undang Perlindungan Anak mewajibkan orang tua mencegah perkawinan usia anak, sementara di sisi lain Undang-Undang Perkawinan tetap mempertahankan mekanisme dispensasi yang relatif mudah diakses, khususnya dengan alasan kehamilan[footnoteRef:16]. Kajian normatif mengenai penerapan prinsip kepentingan terbaik anak dalam putusan dispensasi kawin menyimpulkan bahwa perkawinan anak menimbulkan berbagai kerentanan, mulai dari risiko kesehatan reproduksi hingga potensi putus sekolah dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga penolakan dispensasi pada dasarnya lebih selaras dengan pemenuhan hak anak dibandingkan pengabulannya[footnoteRef:17]. Sejalan dengan temuan tersebut serta kajian mengenai perlindungan hak anak luar kawin[footnoteRef:18] dan kebolehan menikahi wanita hamil dalam Kompilasi Hukum Islam[footnoteRef:19], penulis berpendapat bahwa sekalipun Penetapan Nomor 691/Pdt.P/2025/PA.BL telah berupaya mempertimbangkan kepentingan anak melalui pendekatan kemaslahatan dan telah memenuhi prosedur formal Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, pertimbangan tersebut belum menelaah secara memadai alternatif perlindungan status hukum anak yang akan lahir di luar jalur perkawinan, sehingga perkawinan tidak selalu harus diperlakukan sebagai satu-satunya solusi bagi anak di bawah umur yang hamil di luar nikah. [16: S.D. Judiasih, S.S. Dajaan, dan B.D. Nugroho, "Kontradiksi antara Dispensasi Kawin dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur di Indonesia", Acta Diurnal, Volume 3 Nomor 2, 2020, h. 203-222.]  [17: "Kajian Normatif Terhadap Penerapan Prinsip Best Interest of The Child dalam Putusan Dispensasi Kawin", Jurnal Tana Mana, Volume 6 Nomor 3, 2025.]  [18: R. Mahyani, "Rekonstruksi Perlindungan Hak Anak Luar Kawin dalam Sistem Hukum Indonesia", Jurnal Rechts Vinding, Volume 10 Nomor 1, 2021, h. 33-47.]  [19: G. Gunawan, "Kebolehan Menikahi Wanita Hamil dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (Analisis Teori Maqashid Syari'ah)", Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam, Volume 9 Nomor 1, 2023, h. 28-40.] 

PENUTUP
Penelitian ini menyimpulkan bahwa hakim Pengadilan Agama Blitar mengabulkan dispensasi kawin dalam Penetapan Nomor 691/Pdt.P/2025/PA.BL dengan mendasarkan putusannya pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, prosedur Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, serta pendekatan kemaslahatan yang bertujuan menghindari kemudaratan yang lebih besar akibat kehamilan yang telah mencapai usia lanjut, sekaligus melindungi status hukum keperdataan anak yang akan lahir. Pertimbangan tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, karena lebih menitikberatkan penyelesaian kondisi mendesak jangka pendek dibandingkan hak jangka panjang anak atas pendidikan, kesehatan, dan tumbuh kembang, serta belum secara memadai mempertimbangkan keterbatasan ekonomi calon suami dan dimensi pidana dari perbuatan yang mengakibatkan kehamilan tersebut. Temuan ini menegaskan adanya ketegangan normatif antara kebutuhan mendesak memberikan kepastian status hukum bagi anak yang akan lahir dan kewajiban negara melindungi hak-hak anak sebagai calon ibu yang masih sangat muda.
Secara teoretis, penelitian ini menegaskan perlunya kerangka evaluasi yang lebih objektif dan terukur atas konsep alasan sangat mendesak dalam praktik dispensasi kawin, sementara secara praktis hasil penelitian dapat menjadi masukan bagi hakim pengadilan agama dan Mahkamah Agung untuk merumuskan pedoman teknis tambahan yang memperjelas indikator pengabulan dispensasi berbasis kepentingan terbaik anak, termasuk mekanisme pemantauan pascaperkawinan. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menganalisis satu penetapan pengadilan agama sehingga temuannya belum tentu dapat digeneralisasi pada praktik dispensasi kawin di wilayah lain. Penelitian selanjutnya disarankan melakukan kajian komparatif atas beberapa penetapan dari berbagai pengadilan agama guna memperoleh pemetaan yang lebih komprehensif mengenai konsistensi penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara dispensasi kawin di Indonesia.
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